PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI POSO
NOMOR 29 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Menimbang

Mengingat

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

. bahwa pengaturan disiplin pagawai negeri sipil

bertujuan menuntut dan mengarahkan Pegawai
Negeri Sipil untuk tunduk dan taat, karena
disiplin itu sendiri sebagai bagian integral dari
aturan yang dapat menciptkan kondisi kerja yang
efektif dan efisien;

. bahwa dalam rangka mewujudkan Pegawai

Negeri Sipil yang handal, professional dan
bermoral sebagai penyelenggara Pemerintahan
Daerah yang menerapkan prinsip
kepemerintahan yang baik, perlu melaksanakan
penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil;

. bahwa  dengan diundangkannya Peraturan

Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan untuk
menjamin  terpeliharanya tata tertib dalam
kelancaran pelaksanaan tugas, Pegawai Negeri
Sipil wajib mematuhi ketentuan mengenai
Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf g,
periu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata
Cara Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Daerah;

- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 :
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang



Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahhan Daerah (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6718);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENEGAKAN

DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.

Disiplin PNS adalah kesanggupan PNS untuk menaati
kewajiban dan menghindari larangan sesuai dengan Peraturan
Perundang-undangan.

Masuk Kerja adalah keadaan melaksanakan tugas baik di dalam
maupun di luar kantor.

Pelanggaran Disiplin adelah setiap ucapan, tulisan, atau
perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau
melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang
dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada
PNS karena melanggar Peraturan Disiplin.

Upaya Administratif adalah prosedur yang dapat ditempuh oleh PNS
yang tidak puas terhadap Hukuman Disiplin yang dijatuhkan
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kepadanya berupa keberatan atau banding administratif,

6. Keberatan adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh PNS
yang tidak puas terhadap Hukuman Disiplin yang dijatuhkan oleh
Pejabat Yang Berwenang Menghukum kepada atasan Pejabat Yang
Berwenang Menghukum.

7. Banding Administratif adalah Upaya Administratif yang dapat

dijatuhkan oleh Pejabat Yang Berwenang Menghukum, kepada Badan
Pertimbangan Kepegawaian.

8. Tim Pemeriksa adalah tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang
membentuk Tim Pemeriksa dengan surat perintah untuk melakukan
pemeriksaan terhadap PNS yang diduga melakukan Pelanggaran
Disiplin dengan ancaman Hukuman Disiplin tingkat sedang dan/atau
berat.

9. Proses Penjatuhan Hukuman Disiplin adalah rangkaian kegiatan
mulai dari pemanggilan sampai dengan Keputusan Penjatuhan
Hukuman Disiplin ditetapkan.

10. Badan Pertimbangan Kepegawaian yang selanjutnya disebut BAPEK
adalah lembaga yang menangani Banding Administratif sengketa
kepegawaian adalah sebagai akibat Pelanggaran Disiplin.

11. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai
kewenangan menetapkan  pengangkatan, pemindahan, dan
pemberhentian PNS dan pembinaan manajemen ASN di Daerah sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

12. Pejabat Yang Berwenang Menghukum adalah pejabat yang diberi
wewenaang menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada PNS yang
melakukan Pelanggaran Disiplin.

13. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Poso.

14. Pegawai Ncgeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah
Pegawai Negeri Sipil.

15. Atasan Langsung adalah pejabat atasan dari PNS yang diperiksa.

16. Bupati adalah Bupati Poso.

17. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Poso.

18. Daerah adalah Kabupaten Poso.
Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman
dalam menegakkan Disiplin PNS dengan berorientasi pada
peningkatan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat serta
untuk menciptakan kesamaan tindak dan arah dalam menegakkan
Disiplin sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan-

undangan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
a. kewajiban dan larangan PNS;

b. jenis Hukuman Disiplin;

€. pemanggilan PNS;

d. pemeriksaan PNS;
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berita acara pemeriksaan dan Japoran hasil pemeriksaan;

penetapan keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin;

upaya administratif;

pemberlakuan dan pendokumentasian keputusan penjatuhan
Hukuman Disiplin; dan !
pembatasan hak kepegawaian,
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BAB II
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu
Kewajiban

Pasal 4

Setiap PNS wajib:

a. sectia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan
Republik Indonesia, dan Pemerintah;

b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;

C. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat
pemerintah yang berwenang;

d. menaati ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

€. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian,
kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;

f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku,

ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam
maupun di luar kedinasan;

g menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan

rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-

undangan;

bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Daerah:;

menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji PN S;

menghadiri dan mengucapkan sumpah /janji jabatan;

mengutamakan Kkepentingan Daerah daripada kepentingan

sendiri, Seseorang, dan/atau golongan;

melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada

hal yang dapat membahayakan keamanan Daerah atay merugikan

keuangan Daerah;

m. melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan:

n. masuk kerja dan menaati ketentuan Jjam Kerja;

0. menggunakan dan memelihara barang-barang milik Daerah dengan
sebaik-baiknya;

p. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan
kompetensi; dan

q- menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan
fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.
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Bagian Kedua
Larangan

Pasal 5

Setiap PNS dilarang:
a. menyalghgunakan wewenang;
b. menjadi Perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi
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e. bekerja pada pPerusahaan asinh, konsultan asing, atau lembaga
sSwadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh Pejabat
Pembing Kepegawaian;

mem}lﬂ.d, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atay

th

melakukan kegiatan yYang merugikan Daerah:
bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan;

menghatangi berjalannya tugas kedinasan;

menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan /atau
pekerjaan;

meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan;

- melakukan tindakan atay tidak melakukar tindakan yang dapat

mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani: dan

n. memberikan dukungan kepada calon Presiden /Walil presiden, calon

Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan

Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota

Dewan Perwakilan rakyat Daerah dengan cara:

1. ikut kampanye;

2. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau
atribut ASN;

3. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan pegawai ASN lain;

4. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas Daerah;

S. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau
merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan
sesudah masa kampanye; .

6. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan
terhadap pasangan calon yang menjadi Ppeserta pemilu Sff-belum,
selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakanm
himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS d:ﬁ::
lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyar »

7. ;drlaénr!xl?etaﬁim surat dukungan disertai fotokolfl Kartu Tanda
Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.
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BAB III
HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

Pegawai Negeri Sipil yang tidak menaati ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dijatuhi Hukuman Disiplin.

Bagian Kedua
Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin

Pasal 7

Tingkat dan jenis Hukuman Disiplin terdiri atas:
a. Hukuman Disiplin ringa;

b. Hukuman Disiplin sedang; dan

c¢. Hukuman Disiplin berat.

Pasal 8

Jenis Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 huruf a terdiri atas:

a. teguran lisan;

b. teguran tertulis; atau

C. pernyataan tidak puas secara tertulis.

Pasal 9

Jenis Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7 huruf b terdiri atas:

a. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima
persen) selama 6 (enam) bulan;

b. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima
persen) selama 9 (sembilan) bulan;

C. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% {dua puluh lima
persen) selama 12 (dua belas) bulan.

Pasal 10

Jenis Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7 huruf c terdiri atas:

a. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas)
bulan;

b. pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12
(dua belas) bulan; dan

€. pemberhentian dengan hormat tidak atas perminiaan sendiri sebagai
Pegawai Negeri Sipil.




Pasal 11

(1) Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi PNS sebagaimana dima}{sud
dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 10 dilakukan oleh Pejabat
yang berwcnang menghukum sesuai dengan Peraturan
Perundang-undangan. _

(2) Pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
yang berlaku.

BAB IV
PEMANGGILAN

Pasal 12

(1) Pegawai Negeri Sipil yang diduga melakukan Pelanggaran
Disiplin, dipanggil secara tertulis untuk diperiksa oleh Atasan
Langsung atau Tim Pemeriksa.

(2) Pemanggilan secara tertulis bagi PNS yang diduga melakukan
Pelanggaran Disiplin, dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari
kerja sebelum tanggal pemeriksaan.

(33 Dalam menentukan tanggal pemeriksaan dalam surat
pemanggilan pertama dan pemanggilan kedua harus
memperhatikan waktu yang diperlukan untuk menyampaikan
dan diterimanya surat panggilan.

(4) Apabila pada tanggal pemeriksaan yang ditentukan dalam surat
pemanggilan kedua PNS yang bersangkutan tidak hadir juga,
maka Pejabat Yang Berwenang Menghukum menjatuhkan
Hukuman Disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang
ada tanpa dilakukan pemeriksaan.

(5) Format surat pemanggilan PNS sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

(1) Surat panggilan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
disampaikan kepada PNS di tempat kerjanya.

(2) Dalam hal PNS tidak berada di tempat kerjanya, surat panggilan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke alamat domisili
PNS.

(3) Dalam hal alamat domisili PNS berubah atau tidak diketemukan atau
PNS tidak diketahui lagi keberadaannya, surat panggilan PNS
sebagaimana dimaksud pada ayat (2} disampaikan kepada ketua
lingkungan setempat atau nama lainnya sesuai dengan alamat domisili
terakhir PNS.



(1)
(2)

(1)

(2)

(1)

@)
(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

Pasal 14

Penyampaian surat panggilan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal
13 harus disertai dengan bukti tanda terima.

Bukti tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal :
memuat :

a. nama;

b. tanggal; dan

c. tanda tangan penerima surat panggilan PNS.

Pasal 15

Dalam hal PNS tidak hadir pada tanggal pemeriksaan yang telah
ditentukan Atasan Langsung atau Tim Pemeriksa melakukan
pemanggilan kedua.

Pemanggilan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dilakukan
dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal
seharusnya dilakukan pemeriksaan pada pemanggilan pertama.

Pasal 16

Dalam hal pemanggilan kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15,
PNS tidak hadir tanpa alasan yang sah pada tanggal pemeriksaan yang
telah ditentukan, Atasan Langsung menjatuhkan Hukuman Disiplin
berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan
pemeriksaan.

Penjatuhan Hukuman Disiplin oleh Atasan Langsung sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus dibuat berita acara.

Dalam hal Atasan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
bukan merupakan Pejabat Yang Berwenang Menghukum, Atasan
Langsung mengajukan usul penjatuhan Hukuman Disiplin secara
berjenjang kepada Pejabat Yang Berwenang Menghukum sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Usulan penajtuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) harus disertai dengan berita acara pemeriksaan dan laporan
hasil pemeriksazan.

Dalam hal pemanggilan kedua dilakukan oleh Tim Pemeriksa dan PNS
tidak hadir tanpa alasan yang sah pada tanggal pemeriksaan yang
telah ditentukan, Tim Pemeriksa melaporkan hal tersebut kepada
pejabat yang membentuk Tim Pemeriksa.

Pasal 17

Dalam hal pada pemanggilan kedua sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15, PNS tidak dapat hadir karena alasan yang sah, Atasan
Langsung melakukan pemanggilan ketiga.

Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

sakit yang sedang dalam masa perawatan;

berada di luar kota untuk kepentingan dinas;

cuti; atau

musibah.

poop



(3) Penyampaian alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada a)'rat (2).
oleh PNS kepada Atasan Langsung atau Tim Pemeriksa harus disertai
dengan dokumen pendukung sesuai dengan alasannya.

Pasal 18

(1) Pemanggilan ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1)
dilakukan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebalum
pemeriksaan dilakukan.

(2) Pemanggilan ketiga sebagaimena dimaksud pada ayat (1) merupakan
pemanggilan terakhir.

(3) Dalam hal pada pemanggilan ketiga PNS tidak hadir, Atasan Langsung
menjatuhkan Hukuman Disiplin berdasarkan alat bukti dan
keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.

(4) Penjatuhan Hukuman Disiplin oleh Atasan Langsung sebagimana
dimaksud pada ayat (3) harus dibuat berita acara.

(5) Dalam hal Atasan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat {4)
bukan merupakan Pejabat Yang Berwenang Menghukum, Atasan
Langsung mengajukan usul penjatuhan Hukuman Disiplin secara
berjenjang kepada Pejabat Yang Berwenang Menghukum sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(6) Usulan penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada
ayat (S) harus disertai dengan berita acara pemeriksaan dan laporan
hasil pemeriksaan.

(7) Dalam hal pemanggilan ketiga dilakukan oleh Tim Pemeriksa dan PNS
tidak hadir tanpa alasan yang sah pada tanggal pemeriksaan yang
telah ditentukan, Tim Pemeriksa melaporkan hal tersebut kepada
pejabat yang membentuk Tirm Pemeriksa.

BABV
PEMERIKSAAN

Pasal 19

(1) Sebelum melakukan pemeriksaan, Atasan Langsung atau Tim
Pemerikca mempelajari lebih dahulu dengan seksama laporan atau
bahan mengenai Pelanggaran Disiplin yang diduga dilakukan oleh PNS
yang bersangkutan.

{2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara
tertutup hanya diketahui dan dihadiri oleh PNS yang diperiksa dan
pemecriksa.

(3) PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin yang kewenangan
penjatuhan Hukuman Disiplinnya menjadi kewenangan PPK atau
Bupati sebagai atasan langsungnya, pemeriksaannya dilakukan oleh
PPK atau Bupati.

(4) Untuk mempercepat pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (3}, PPK
atau Bupati dapat memerintahkan psjabat dibawahnya untuk
melakukan pemeriksaan terhadap PNS yang diduga melakukan
Pelanggaran Disiplin, dengan ketentuan bahwa pejabat yang
diperintahkan untuk melakukan pemeriksaan tidak berpangkat atau
memangku jabatan yang lenih rendah dari PNS yang diperiksa.



(5) PNS yang diperiksa kerena diduga melakukan Pelanggaran Disiplin,
wajib menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh Atasan
Langsungnya.

(6) Apapila PNS yang diperiksa tidak mau menjawab pertanyaan, maka
yang bersangkutan dianggap mengakui Pelanggaran Disiplin yang
dituduhkan kepadanya.

(7) Hasil pemeriksaan harus dituangkan dalam bentuk berita acara
pemeriksaan.

(8) Apabila PNS yang diperiksa mempersulit pemeriksaan, maka hal itu
tidak menjadi hambatan untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin
berdasarkan bukti yang ada.

(9) Apabila menurut hasil pemeriksaan, ternyata kewenangan untuk
menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada PNS tersebut merupakan
kewenangan:

a. Atasan Langsung yang bersangkutan, maka Atasan Langsung
tersebut wajib menjatuhkan Hukuman Disiplin; dan

b. Pejabat yang lebih tinggi, maka Atasan Langsungnya wajib
melaporkan secara hierarki disertai berita acara pemeriksaan,
laporan kewenangan penjatuhan Hukuman Disiplin.

(10) Apabila terdapat Pelanggaran Disiplin yang ancaman Hukumannya
sedang dan berat maka PPK atau pejabat yang ditunjuk dapat
membentuk Tim Pemeriksa yang terdiri dari Atasan Langsung, unsur
pengawasan, dan unsur kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk.

(11) Apabila Atasan Langsung dari PNS yang bersangkutan terlibat dalam
Pelanggaran Disiplin, maka yang menjadi anggota Tim Pemeriksa
adalah atasan yang lebih tinggi secara berjenjang.

Pasal 20

Dalam hal hasil analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19

mengindikasikan adanya:

a. Pelanggaran Disiplin tingkat ringan, Atasan Langsung memeriksa dan
menjatuhkan Hukuman Disiplin berdasarkan alasan dan bukti yang
dapat dipertanggungjawabkan; atau

b. Pelanggaran Disiplin tingkat sedang atau berat, Atasan Langsung
dapat memeriksa berdasarkan alasan dan bukti yang sah dan
mengusulkan kepada Pejabat Yang Berwenang Menghukum untuk
menjatuhkan Hukuman Disiplin sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.

Pasal 21

(1) Dalam hal diperlukan, untuk menjamin objektifitas penjatuhan
Hukuman Disiplin tingkat sedang atau berat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 20 huruf b dapat dibentuk Tim Pemeriksa.

(2) Pembentukan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
hanya dapat dilakukan jika hasil pemeriksaan Atasan Langsung belum
cukup kuat sebagai dasar untuk penjatuhan Hukuman Disiplin.



3)

(4)

(1)
(2)

(3)

Usulan pembentukan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh Pejabat Yang Berwenang

Menghukum secara berjenjang kepada Bupati melalui Sekretaris

Daerah dengan tembusan kepada Inspektur.

Usulann pembentukan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) paling sedikit memuat:

a. dasar pertimbangan pembentukan Tim Pemeriksa;

b. identitas PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin; dan

c. nama anggota tim dari unsur Atasan Langsung, pengawasan,
kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk.

Pasal 22

Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 menetapkan keputusan
pembentukan Tim Pemeriksa.

Keputusan pembentukan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja
terhitung sejak tanggal surat usulan pembentukan Tim Pemeriksa
diterima.

Format keputusan pembentukan Tim Pemeriksa sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 23

Pembentukan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22
dilakukan berdasarkan Kkriteria:

a.

(1)

(2)

Pelanggaran Disiplin terhadap ketentuan masuk kerja dan menaati
ketentuan jam kerja sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan
Perundang-undangan mengenai Disiplin PNS, sepanjang dugaan
pelanggaran yang dilakukan dapat dikenakan Hukuman Disiplin
tingkat berat berupa pemberhentian;

Pelanggaran Disiplin sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan
Perundang-undangan mengenai izin perkawinan dan perceraian bagi
PNS, sepanjang dugaan pelanggaran yang dilakukan dapat dikenakan
Hukuman Disiplin tingkat berat berupa pemberhentian; dan/atau
Dugaan Pelanggaran Disiplin tingkat sedang atau berat yang dilakukan
secara bersama-sama atau menjadi perhatian publik atau
mengandung unsur tindak pidana.

Pasal 24

Tim Pemeriksa berjumlah ganjil dan bersifat ad hoc, yang terdiri atas:
a. Atasan Langsung,

b. unsur pengawasan; dan

c. unsur kepegawaian atau pajabat lain yang ditunjuk.

Atasan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus
tidak terkait atau tidak terlibat dalam Pelenggaran Disiplin yang
didugakan kepada PNS yang diperiksa.



